
 

 

 

 

GUBERNUR JAWA BARAT 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR 109 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2017  

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017, telah ditetapkan 

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur 
Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 

Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat; 

b. bahwa terhadap satuan besaran tunjangan perumahan 

bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan 
penyesuaian, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Barat 

sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu 
dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6057); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 6322); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 

11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 47); 
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8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
20017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 216); 

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 41) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur 

Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 87); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 
ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 41 

TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. 

 

  Pasal I 

Ketentuan Pasal 14 dalam Peraturan  Gubernur Jawa Barat 
Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 
Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 
41) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2019 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa 

Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 
Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 
87), diubah sebagai berikut: 

 

Pasal 14 

(1) Tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, diberikan sebesar 

Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) per bulan 
dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(2) Tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, diberikan 

sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) per 
bulan dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, diberikan sebesar 
Rp62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) per bulan 

dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

  Pasal II 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. 

 
 

Ditetapkan di Bandung  

pada tanggal  30 Desember 2020 

  GUBERNUR JAWA BARAT, 

 

                    ttd 

 

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL 

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2020 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA BARAT, 

 
 

ttd 

 
 

SETIAWAN WANGSAATMADJA 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


